
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2O2I

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera
utara Nomor 21 Tahun zo2r telah ditetapkan
Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah provinsi sumatera utara Tahun
Anggaran 2O2l;

b. bahwa berdasarkan Bab vI huruf D angka I huruf i
L,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2ozo tentang pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan
bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran
ditampung dalam perda perubahan APBD. Jika
pergeserarl tersebut dilakukan setelah perubahan
APBD, dilakukan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

c. bahwa dengan adanya rearisasi arlggaran belanja yang
melebihi pagu anggara.n pada perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi sumatera
Utara Tahun Anggaran ZO2L dan penyesuaian pagu
sub kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus;

d. bahwa dalam rangka optimalisasi penyerapan realisasi
€Lnggaran pada akhir Tahun 2O2L, perlu pergeseran
anggararl antar obyek belanja, antar rincian obyek
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belanja, antar uraian rincian obyek beianja pada

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 21 Tahun 2O2L tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O2l;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lZA, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s5g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Und,ang-Undang Nomor 2Z
Tahun 2a74 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679\;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20o5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L3T, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTSI;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13g, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761
sebagaimana telah diubah d.engan peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 200s
tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AIO Nomor 110,
Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20o6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lfl;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2o17 tentang
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2olr Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;
Peraturan Pemerintah Nomor 1g rahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlT Nomor 106,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

60571;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 662fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 42, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia

Nomor 64 Tahun 2O2A tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2421;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A2l (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2l Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 21

TAHUN 2O2I TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 202 1.

Pasal I

Beberapa ketentuan daiam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21

Tahun 2O2l Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2l Nomor 21), diubah sebagai berikut :

74.

15.

16.

17,

18.



-5-

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasai 3

Uraian lebih lanjut Perutrahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercanturn dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri

dari :

1. Lampiran i Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang

Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian

Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Beianja, dan Pemhiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Aiamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan

Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,

Belanja dan Pembtayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan

Negara.
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2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan
daiam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 3O November 2021
GUBERNUR SUMATERA UTARA

ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 3O November 2O2l

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19710413 199603 I OO2


